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PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_,  NIK._,  tempat  tanggal  lahir,  Sekayu,  05  November  1993 (umur  30

tahun),  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,

pekerjaan  Kasir  Barbershop, tempat  tinggal  di  _,

Kabupaten  Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan,

sebagai Penggugat;

melawan

_,  tempat  tanggal  lahir,  Pangkalan  Balai,  21  Oktober  1990  (umur  33

tahun),  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,

pekerjaan  Tidak  Bekerja,  tempat  tinggal  di  _,

Kabupaten  Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Mei 2024 telah

mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan
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Agama Pangkalan  Balai  dengan  Nomor  377/Pdt.G/2024/PA.Pkb,  tanggal  14

Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang

menikah  pada  tanggal  29  Oktober  2016,  tercatat  pada  Kantor  Urusan

Agama,  Kecamatan  Sekayu,  Kabupaten  Muba  Banyuasin,  Provinsi

Sumatera  Selatan,  dengan  kutipan  Akta  Nikah  Nomor  _,  Sekayu,  Pada

tanggal Oktober 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di

rumah  milik  bersama  di  _,  Kabupaten  Banyuasin,  Provinsi  Sumatera

selatan sampai berpisah;

3. Bahwa,  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat

telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai

anak;

4. Bahwa,  pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) Tahun,

akan  tetapi  sejak  sekitar  tahun  2018,rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:

4.1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi selisih

paham terkait masalah keturunan

4.2. Tergugat  diketahui  pernah  melakukan  Kekerasan  dalam rumah

tangga (KDRT)

4.3. Hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

ada kecocokan lagi

5. Bahwa,  Awal  permasalahan  terjadi  sekitar  pada  tahun  2021

diketahui  Tergugat  pernah  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga

(KDRT) dan Penggugat pernah diancam dengan pisau dapur oleh Tergugat.

Dan  setelah  kejadian  itu  Penggugat  dengan  Tergugat  sempat  berpisah

rumah kurang lebih 4 (empat) bulan.

6. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan desember tahun

2022,  Pada  saat  itu  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi

selisih  paham terkait  masalah keuangan dikarenakan Tergugat  diketahui

ingin  masuk  bekerja  di  Perusahaan  Waskita  dan  membutuhkan  biaya
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sebesar 8jt  (delapan juta) akan tetapi Tergugat diketahui ditipu dan tidak

jadi  bekerja,  setelah kejadian itu  kondisi  rumah tangga antar  Penggugat

dengan  Tergugat  terus  menerus  terjadi  cek-cok  yang  berakhir  dengan

Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah adiknya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat

tinggal  sejak  kurang lebih  1  (satu)  Tahun  5  (lima)  Bulan tepatnya pada

bulan desember tahun 2022,  dan sekarang Penggugat  tinggal  di  rumah

adiknya di JL. Pangkalan Benteng,Perumahan Indah resident, BLOK A6,

RT  008,  RW  001,  Kecamatan  Talang  Kelapa,  Kabupaten  Banyuasin,

Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal,  pihak  keluarga  belum

mengupayakan perdamaian;

9. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 

10. Bahwa,  dengan keadaan keluarga Penggugat  dengan Tergugat

yang demikian ini,  sudah sangat  sulit  untuk menciptakan keluarga yang

sakinah  mawaddah  warahmah  dan  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dipertahankan;

11. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai

ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa,  berdasarkan alasan–alasan tersebut  di  atas  maka Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim

yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  menjatuhkan  putusan

sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (_)  terhadap

Penggugat (_)

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  telah

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut  bukan  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  akan  tetapi

tidak  berhasil.  Sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat  tanpa  ada

perubahan, dengan disertai konfirmasi dari Majelis Hakim terkait dalil gugatan

angka 4.2., bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat lebih dari 10

(sepuluh) kali dalam bentuk memukul, menampar dan mencekik Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak dapat

didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama _ dengan _, Nomor: _, yang

aslinya  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Sekayu,

Kabupaten  Musi  Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan  pada  bulan

Oktober  2016,  bukti  surat  tersebut  telah  dinazegelen kemudian

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:
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1. _, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga, tempat  tinggal  di  _,  Kabupaten  Musi

Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat

karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat

adalah pasangan suami istri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat

dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat,

kemudian pindah ke rumah bersama di Jl. Depati Majid, Kelurahan

Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin,

Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  dalam  pernikahannya,

Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  awalnya  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  baik-baik  saja,  namun  sejak  sekitar

tahun  2020,  sudah  tidak  rukun  lagi  karena  sering  berselisih  dan

bertengkar  mulut  bahkan  hingga  Tergugat  melakukan  kekerasan

terhadap Penggugat;

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran

mulut  tersebut  sekitar  lebih  dari  10  (sepuluh)  kali,  ketika  Saksi

berkunjung ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  Saksi  juga  melihat  sendiri  Tergugat  melakukan

kekerasan kepada Penggugat sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali

dalam  bentuk  memukul,  menampar  dan  bahkan  pernah

menodongkan pisau;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  penyebab  pertengkaran

tersebut adalah karena masalah ekonomi, yakni terkait penggunaan

uang  dalam  rumah  tangga,  dimana  Tergugat  sering  menjual  dan

membeli  motor  secara  berulang-ulang  dan  juga  karena  belum

dikaruniai anak;
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- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  Penggugat  dan  Tergugat

telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga

saat ini;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  yang  pergi  meninggalkan

kediaman bersama adalah Penggugat, karena diusir oleh Tergugat;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  selama  berpisah  tempat

tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal

bersama lagi hingga saat ini;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  selama  berpisah  tempat

tinggal  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  terhadap  permasalahan

tersebut,  Ketua  RT  setempat  dan  keluarga  sudah  pernah

mengupayakan perdamaian sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi tidak

berhasil;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada

Penggugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  dan  Saksi  sudah  tidak

sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. _,  umur  47  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  Strata  I,

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin,

Provinsi  Sumatera  Selatan,  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat

karena  Saksi  adalah  Tetangga  Penggugat  dan  Tergugat  ketika

tinggal bersama di Jl. Depati Majid, sejak sekitar akhir tahun 2021;

- Bahwa  rumah  Saksi  berjarak  sekitar  3  (tiga)  sampai  4

(empat)  rumah  dengan  tempat  tinggal  bersama  Penggugat  dan

Tergugat;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat

adalah pasangan suami istri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat

dengan  Tergugat  tinggal  bersama  di  rumah  orang  tua  Tergugat,
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kemudian  membangun  rumah  milik  bersama  di  samping  rumah

orang tua Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat

belum dikaruniai anak;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  awalnya  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  baik-baik  saja,  namun  sejak  sekitar

tahun  2022,  sudah  tidak  rukun  lagi  karena  sering  berselisih  dan

bertengkar mulut; 

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran

tersebut sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  penyebab  pertengkaran

tersebut adalah karena masalah keuangan, yakni Tergugat meminta

uang kepada Penggugat  untuk membeli  sesuatu,  karena Tergugat

sudah tidak bekerja;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  Penggugat  bekerja

berjualan token;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  Penggugat  dan  Tergugat

telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga

saat ini;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  yang  pergi  meninggalkan

kediaman bersama adalah Penggugat, karena diusir oleh Tergugat;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  selama  berpisah  tempat

tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal

bersama lagi hingga saat ini;

- Bahwa Saksi  tidak mengetahui  selama berpisah tempat

tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau

tidak;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  terhadap  permasalahan

tersebut,  Keluarga  Penggugat  sudah  pernah  mengupayakan

perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Meterai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  mencukupkan  alat  buktinya  dan

mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa sesuai  Pasal  145 R.Bg.  juncto Pasal  26 Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil

secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan

mana Penggugat  telah  hadir  dipersidangan,  sedangkan Tergugat  tidak hadir

dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan

yang  sah,  sedangkan  gugatan  Penggugat  tidak  melawan  hukum.  Oleh

karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat

diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,

maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana

dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun  2009,  Pasal  154  R.Bg  dan  Pasal  143  Kompilasi  Hukum Islam serta

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun

demikian  Majelis  Hakim  sudah  berupaya  secara  maksimal  menasihati

Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan

dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat tanpa ada perubahan, dengan disertai konfirmasi dari Majelis

Hakim sebagaimana termuat  dalam bagian duduk perkara  yang lengkapnya

termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang,  bahwa alasan pokok Penggugat  mengajukan gugatan ini

adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun
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dan tidak harmonis lagi  karena sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran,

yang  mengakibatkan  Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal,

yang secara lengkap terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak

memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut

hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui

dalil-dalil  yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan

mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul

Qur’an, Juz 2, halaman 45 :

         

Artinya:  “Barang  siapa  yang  dipanggil  oleh  Hakim  di  dalam  persidangan

sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka

dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  perkara  perdata

khusus  yang  tunduk  kepada  hukum  acara  yang  bersifat  khusus  pula,  maka

berdasarkan  azas  lex  specialis  derogat  legi  generalis ketidakhadiran  Tergugat

dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki

kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  mengikat,  melainkan  hanyalah

menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat

telah  mengajukan  alat  bukti  surat  bertanda  P serta  2  (dua)  orang  saksi  di

persidangan,  terhadap  alat  bukti  tersebut  Majelis  Hakim  memberikan

pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P telah bermeterai cukup

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai,  telah  dinezegelen  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,  ternyata

cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani
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dan  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  maka  bukti  surat  tersebut

termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai

alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P memuat keterangan yang

menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut

telah  memenuhi  persyaratan  materil,  sehingga  dapat  dipertimbangkan  lebih

lanjut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  surat  bertanda  P  berupa

fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama _ dengan _, Nomor: _, terbukti bahwa

antara  Penggugat  dan  Tergugat  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah  dan

dilangsungkan secara Islam pada tanggal  29 Oktober  2016,  sesuai  dengan

ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  dengan  demikian

Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara

a quo (legitima standi in judicio);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti  tertulis tersebut,  Penggugat juga

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama _ dan _, dimana masing-

masing  telah  memberikan  keterangan  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam

duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah

memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak

boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan

175 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  orang  saksi  tersebut  telah  memberikan

keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang

dimana  keterangan  tersebut  merupakan  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh

Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  2  (dua)  orang  saksi  tersebut  telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309

R.Bg.,  sehingga keterangan 2 (dua)  orang saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat

dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim

telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  sah,  yang

menikah pada tanggal 29 Oktober 2016;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum

dikaruniai anak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut

sejak tahun 2022 disebabkan masalah ekonomi, yakni terkait penggunaan

uang dalam rumah tangga;

4. Bahwa akibat  perselisihan dan pertengkaran tersebut,  Penggugat  dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan

tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

5. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas,

Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

- Adanya  upaya  damai  dari  pihak  keluarga  maupun  Majelis  Hakim

untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut  tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage)

dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  saat  ini  sudah  tidak  lagi  mencerminkan  keadaan  yang  rukun  dan

harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal

dan  bahagia  serta  sakinah,  mawaddah  warahmah  sebagaimana  yang

kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang,  bahwa  pecahnya  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  dapat  dilihat  dari  fakta  di  mana  telah  terjadi  pertengkaran  dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Meterai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  berakhir  dengan pisah

tempat  tinggal  (Scheiding  van  tafel  end  bed),  serta  upaya  damai  yang

dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  selama  pemeriksaan  perkara  ini,  tidak

berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan

Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup

rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  perselisihan  yang  bersifat  terus-

menerus  dan  tidak  ada harapan  bagi  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  hidup

rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  maka  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan

batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat

dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan

dampak  yang  tidak  baik  bagi  kedua  belah  pihak  ataupun  salah  satu  pihak

diantaranya.  Oleh  karena  itu,  menceraikan  Penggugat  dari  Tergugat  adalah

lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan  qaidah fiqhiyyah yang

berbunyi: 

                                  

Artinya : Menolak  kemudharatan  (keburukan)  lebih  diutamakan  daripada

meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga

seperti  itu,  maka telah terbukti  adanya keretakan antara Penggugat  dengan

Tergugat  yang  sulit  diperbaiki,  serta  tekad  Penggugat  yang  ingin  bercerai

dengan  Tergugat,  yang  menurut  anggapan  hukum  bahwa  rumah  tangga

Penggugat  dengan Tergugat  tidak dapat  dipertahankan lagi,  apabila  mereka

tetap  dipaksa  hidup  di  bawah  satu  atap,  bukan  keharmonisan  yang  akan

dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri

ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratan tersebut lewat jalur perceraian

sebagaimana kaidah hukum Islam   bahwa segala kemudaratan dan

penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini  pun menggambarkan kandasnya

esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan
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tanggung  jawab  yang  seimbang,  yang  menjadi  fakta  bahwa  sesungguhnya

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada

harapan rukun kembali sebagai suami istri (broken marriage);

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh

untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  maka  hal  ini  menandakan  bahwa  telah

terdapat  kebencian yang memuncak dari  Penggugat terhadap Tergugat,  dan

oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli

fikih dalam Kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat

Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka

hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum

yang terkandung dalam Yurisprudensi  Mahkamah Agung Republik  Indonesia

Nomor  379  K/AG/1995  tanggal  22  Maret  1997,  yang  menegaskan  bahwa

"suami  istri  yang tidak  berdiam serumah lagi,  dan tidak ada harapan untuk

hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah

terbukti  retak  dan  pecah,  serta  telah  memenuhi  alasan  perceraian

sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankankan perkawinan dan

memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1,

Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2023

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Tahun  2023  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan,

memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan

dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri

terjadi  perselisihan dan pertengkaran terus  menerus dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya

KDRT;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat

telah terbukti berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak tahun 2022

disebabkan masalah ekonomi,  yakni  terkait  penggunaan uang dalam rumah

tangga, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1

(satu) tahun yang lalu hingga saat ini, maka sampai saat ini Penggugat dan

Tergugat  telah  berpisah tempat  tinggal  lebih  dari  6  (enam)  bulan,  sehingga

ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, Surat

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil  Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

dinilai  telah  pecah  dan  rusak  (broken  marriage),  sehingga  Majelis  Hakim

berkesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat  telah  beralasan  hukum,  hal  ini

sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan  juntco Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

maka berdasarkan ketentuan Pasal  119 ayat (2) huruf (c)  Kompilasi  Hukum

Islam, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, dengan

Majelis  Hakim  menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra Tergugat  (_)  terhadap

Penggugat (_);

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo masuk  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara  dibebankan  kepada  Penggugat  yang

jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat,  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan

dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; 

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra Tergugat  (_)  terhadap

Penggugat (_);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan  pada  hari  Selasa,  tanggal  04  Juni  2024  Masehi,  bertepatan

dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Achmad Fikri Oslami,

S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis,  Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.  dan Fikri

Hanif,  S.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  yang  sama,  dan

dibantu oleh Rizki Amelia, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

D.T.O

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

D.T.O

Fikri Hanif, S.H.
Panitera Pengganti

D.T.O

Rizki Amelia, S.E., S.H.

Perincian Biaya:
1. PNBP:

a. Pendaf

taran

: Rp

: Rp

30.000,00

20.000,00
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b. Panggi

lan

Pertama P

& T

c. Redak

si

: Rp 10.000,00

2. Biaya

Proses (ATK)

: Rp 100.000,00

3. Panggi

lan

: Rp 500.000,00

: Rp  10.000,00
Jumlah : Rp 670.000,00

                    (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)         
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